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ABSTRAK

Nama . Abdul Haris Rajab

NIM : 170101049

Fakultas/prodi . Syari’ah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul . Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar’iyah
Kota Banda Aceh

Hari/tanggal sidang : Kamis, 22 Desember 2022

Tebal skripsi . 69 halaman

Pembimbing | . Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM

Pembimbing Il . Gamal Achyar, Lc., M.Sh

Kata kunci . Mediasi, KDRT

Mediasi ialah, proses negosiasi antara kedua belah pihak yang sedang
bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki
sertifakasi prosedur mediasi sebagai penengah diantara kedua belah
pihak. Mediasi diyakini mampu menyelesaikan masalah secara tuntas
dan adil. Kesepakatan yang dihasilkan dirumuskan pihak yang
bersengketa dan hasilnya bersifat win-win solution. Yang menjadi
pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan
mediasi perkara perceraian KDRT di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh dari tahun 2019-2021, dan Apa faktor yang menjadi penghambat
dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi KDRT di Mahkamah
Syar’iyah Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian
ini adalah metode Field Research (penelitian lapangan) vyaitu
mengumpulkan data-data dari lapangan dengan wawancara serta kajian
kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Hasil
penelitian mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh bersifat
wajib untuk menuntaskan perkara yang sedang di ikuti  untk
menghasilkan keputusan mediator yang benar. Mengenai mediasi pada
Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh tingkat keberhasilannya dalam
kasus mediasi KDRT sangat rendah dibandingkan dengan kegagalan
yang sangat tinggi, hasil data dari tahun 2019-2021 kasus KDRT yang
telah dimediasi sangat rendah dari 29 perkara 16 perkara yang gagal
dalam mengikuti proses mediasi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
- tidak dilam- |tidak dilam- _ Te (dengan titik
| L 2 .
At bangkan |bangkan 1 U di bawah)
= ] Zet (dengan titik
« ? L X
<l e ge “a Z di bawah)
1 -,  \ . Koma terbalik
Ta T Te ¢ |‘ain (di atas)
ol ) es (dengan titik | . .
Sa $ di atas) ¢ |Gain G |Ge
z |Jim Je < |Fa’ F |Ef
. ha (dengan titik| .. L .
¢ |Ha b ldi bawah) S |Qat Q i
¢ |Kha Kh ka dan ha < [Kaf K |Ka
2 |Dal D De J |Lam L |El
. | : zet (dengan i
> |2l 2 litikdiaas) | ¢ [Mm M- |Em
o R R Er O |Nun N En
5 |Zai A Zet 5 |Waw W |We
v |Sin E Es > |Ha’ H Ha
U8 [Syin Sy es dan ye ¢ |Hamzah ¢ Apostrof
- es (dengan titik _,
o= |Sad S di bawah) ¢ |Ya Y Ye
. _ de (dengan titik
S 4 ldi bawah)

Vi
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah A A
4 Kasrah I I
- dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
anntara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama
& fathah dan ya’ Ai adan i
S5 fathah dan waw Au adanu
Contoh:
{AY - yazhabu
G - kaifa
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya erupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
. fathah dan alif atau i a dan garis di atas
-
L8 )Iiasrah danya’ I idan garis di atas
.3 dammah dan waw U u dn garis di atas
Contoh:
Jé - gala

D -rama



vii

4. Ta’ marbitah
Transliterasi untukta’ marbitah ada dua:
1. Ta’ marbiatahhidup
Ta’ marbitah yang hidup atau yang mendapat harakat fatzah, kasrah dan
dammah, translterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbirah mati
Ta’ marbirah yang mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marburah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta’ marburah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
JikY'&a3; - raud ah al-atfal
- raud atul atfal z
5. Syadddah (7asydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:
Gy -al-birr
54 - rabbana

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu (dJ'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah.
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ digati dengan huruf yang

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya, baik diikuti syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda sempang.

Contoh:
Ja3 - ar-rajulu
Owadll - asy-syamsu
A& -al-galamu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:

&) -inna

&ha - umirty

K -akala
8. Penulisaaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan



maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
G850 53 53 d G5 - wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
- Wainnallaha lahuwa khairurrazigin
JUal Z815) - ibrahim al-khalfl
- Ibrahimul-Khalil
9. Huruf kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalm
transliterasi ini huruf tersebut digunkan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.
10. Tajwid
Bagi mereka yang meginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Samad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah, proses negosiasi antara kedua belah pihak yang
sedang bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi sebagai penengah diantara mereka
berdua.! Mediasi diyakini mampu menyelesaikan masalah secara tuntas
dan adil. Kesepakatan yang dihasilkan dirumuskan pihak yang
bersengketa dan hasilnya bersifat win-win solution. Konsekuensinya,
tidak ada lagi resistensi dari pihak yang lawan.” Berbagai keuntungan
yang dihasilkan mediasi, menjadikan metode ini diintegrasikan ke dalam
sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi.’

Kekuatan mediasi, mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa
yang memiliki kekuatan-kekuatan sehinga mediasi menjadi salah satu
pilihan yang dapat di manfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. *
Salah satu kekuatan mediasi adalah penyelenggaraan proses mediasi
tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga
para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap
dalam bentuk-bentuk formalisme seperti sama halnya dalam prosesd

litigitas. Kelemahan mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara

! Nurnaningsih Amriana, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet I1, 2012). HIm. 28.

% Nevey Verida Ariani, “Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan,”
Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 1 (2012): 286.

® peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

* Laurence boulle, 1996, Mediation:Principles, Process, Practice, (Sydney:
Butterworths). him. 35-41.
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penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang
perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi. Salah satu
kelemahan mediasi adalah mediasi hanya dapat diselenggarakan secara
efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk

menyelesaikan sengketa secara konsensus.”

Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan KHI pasal 116,
terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum
Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah talaq, yang

secara etimologi adalah:
2l Ja 43l 58 5 @Ol

“Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali » 5

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan
perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan ( suami-isteri). Sedangkan
dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talag, yang mengandung arti
pelepasan atau pembebasan ( pelepasan suami terhadap isterinya), dalam
fikih Islam, perecraian atau talaq berarti “bercerai lawan dari berkumpul”.
Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti

perceraian antar suami dan isteri.’

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu
terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara
yuridis, salah satu ambisi yang dilahirkan pada Undang-Undang No. 16

Tahun 2016 tepatnya pada pasal 7 adalah untuk meminimalisirkan batasan

> Takdir Rahmadi, “MEDIASI: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”,
Cetakan Ke-Il, November 2011, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). HIm. 27.

® zainudin ibn Abdu al-Aziz al- Malibari, fath al-Mu’in Syarh Qurrah al-Aini,
(Surabaya: Bengkulu Indah, tt) him. 112

" Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum lIslam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 6.



umur perkawinan anak khususnya untuk umur mempelai wanita. Jika di
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal tersebut menetapkan umur calon
memepelai pria adalah 16 tahun yang dimana umur mempelai wanita 19
tahun. Pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terjadi pergantian batas umur

perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua mempelai pria dan wanita.®

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem bagi
masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meyebutkan bahwa
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

atau penelantaran merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga.®

Salah satu bentuk perlindungan yang harus dimiliki setiap orang adalah
perlindungan dari kekerasan baik dalam ranah personal, ranah komunitas
maupun ranah negara. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak
kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi justru banyak terjadi
dalam ranah personal atau lingkup rumah tangga, dimana yang sering
menjadi korban adalah perempuan dan anak. Jika dilihat dari
karakteristiknya, KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat
khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota

keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan.'

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Indonesia belum

8 Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. “Implementasi
Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1.

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

%widodo Tresno Novianto, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VV Nomor 2 Juli-Desember.
2017. him. 166.



secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang
merespon persoalan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hukum
positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut
ketidakadilan yang dihadapinya, akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP yang
ada ini tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang

telah dialami.'

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika
kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya
dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan
atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah

tangga tersebut.™

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dari kantor Mahkamah
Syar’iyah kota Banda Aceh merupakan suatu permasalahan tentang
keberhasilan dan kegagalan terhadap mediasi perkara KDRT. Maka dari itu
penulis merincikan data sebaigai berikut:

No. Jumlah Perkara Tahun Berhasil Tidak Berhasil
1. 10 perkara 2019 6 perkara 4 perkara
2. 10 perkara 2020 5 perkara 5 perkara
3. 9 perkara 2021 2 perkara 7 perkara

Dari tabel di atas dapat disimpulkan dari tahun 2019-2021 tingkat

keberhasilan dalam mediasi akibat kekerasan dalam rumah tangga sangat

1 pyrbondanu Kunto Sambodo, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Pemriksaan Dikepolisian, (Skripsi Program

Studi Ilmu Hukum), Yogyakarta, Fakultas hukum. 2020,

12 Undang-undang No. 1 tahun 1974 , Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (jakarta: Visi Media,

2007), hlm. 68-69.

'3 Data dari Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh.



tinggi di bandingkan dengan kegagalannya maka dari itu penulis ingin
mengetahui penyebab mengapa dari tahun tersebut kegagalan mediasi ini

sangat meningkat

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik mengambil judul
penelitian Mediasi Perceraian Akibat Perkara Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) Pada Mahkahmah Syar’iyah Kota Banda Aceh Analisa
Perkara Pada Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara Perceraian KDRT di
Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh dari tahun 2019-2021?

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi penghambatan dan
pendukung dalam pelaksanaan mediasi perkara KDRT di Mahkamah
Syar’iyah Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara
Perceraian KDRT di Mahkamah syar’iyah Kota Banda Aceh dari
tahun 2019-2021.

2. Untuk mengetahui Bagaimana faktor yang mempengaruhi
penghambatan dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi perkara
KDRT di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh

D. Kajian Pustaka
Faizal Adi Surya, dengan skripsi dengan judul tinjauan mediasi
penal dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penyelesaian
perkara Pidana melalui mekanisme melalui non formal, seringkali dinilai

lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak .

Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali

dipraktikan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui



jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang
mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum
Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui
Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedang dalam Hukum
Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah Qisas Diyat, yang
sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak
dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan
alternatif penyelesaian perkara pidana.**

Meidah Marsell. Skripsi yang berjudul “Mediasi Penal dalam
Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Perspektif Filsafat Hukum” Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Proses
penyelesaian perkara KDRT bisa dilakukan melalui jalur penal maupun
non-penal, memilih jalur penal berarti memilih jalur non-litigasi, salah
satunya melalui mediasi penal. Proses penyelesaian perkara KDRT
melalui Mediasi Penal ini memiliki relevansi kuat dengan teori Magasid
Al-Syari’ah, Teori Pemaafan dalam Pidana Islam, dan Teori Restorative
Justice yang masing-masing prinsipnya mengutamakan keadilan korban

dengan menghadirkan solusi terbaik bagi bagi perkara ini, tanpa

!4 Faizal Adi Surya, “tinjauan mediasi penal dalam perspektif hukum adat dan hukum
islam” Jurisprudence, Vol. 5 No. 2 September 2015. him. 1



mengurangi maupun menghilangkan unsur keadilan secara keseluruhan

itu sendiri.’®

Irwan Niza dan Abdul Sakban, jurnal dengan judul penyelesaian
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di luar pengadilan.
Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami
perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri, sedangkan
pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai
seorang suami. Hal ini desebabkan oleh faktor internal antara lain
yaitu  karakter pelaku kekerasan yang cenderung  emosi,
ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga. Faktor
eksternal antara lain perbedaan budaya/kebiasaan, perbedaan agama
atau keyakinan pasangan suami-isteri dan keduanya tidak saling
memahami satu sama lain. Dalam kasus ini proses penyelesaianya yaitu
melalui jalur mediasi atau diselesaikan di luar pengadilan. Metode
yang digunakan dalam penelitin ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan diskriptif. Subjek penelitian ini adalah Tokoh adat,
tokoh agama, kepala desa kepala dusun dan masyarakat setempat.
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data
kualitatif dengan metode analisis interaktif. Hasil penelitian ini
menyebutkan bahwa yang pertama Faktor-faktor pendorong terjadinya
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adanya orang ketiga atau
pelaku melakukan perselingkuhan, adanya pernikahan di bawah umur
(pernikahan dini), ikut campurnya mertua dan pihak lain dan
kesenjangan ekonomi. Yang kedua Proses penyelesaian kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di luar Pengdilan yaitu tahap

5 Meidah Marsell, “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam
Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum” (skripsi program studi hukum pidana
islam), Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019



sebelum penyelesaian sengketa (pra mediasi), tahap penyelesaian
sengketa (tahap mediasi), tahap akhir penyelesaian sengketa (tahap akhir

mediasi)."®

Keyzha Natakharisma, skripsi dengan judul mediasi dalam
penyelesaian perkara pidana di indonesia. Mediasi pada umumnya
dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa
dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat
dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal.
Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang
berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara
pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku
dan korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam
mengurangi penumpukan berkas perkara. Tujuan penulisan ini adalah
untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana suatu mekanisme
mediasi dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana
di Indonesia. Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang
bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang
mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif
yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.*’

Rizkal husaini, dengan judul Pemenuhan hak perempuan dan
anak dalam putusan perceraian di Mahkamah Syar‘iyah di masa pandemi
COVID-19. menjelaskan di dalam jurnal tersebut dengan Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan

'8 jrwan Niza dan Abdul Sakban “penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) di luar pengadilan” artikel Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan vol. 5, No. 1,
Maret 2017, him 21-30

7 Keyzha Natakharisma, “mediasi dalam penyelesaian perkara pidana di indonesia”.
(skripsi program studi hukum pidana) fakultas hukum universitas udayana, Bali. 2013.



dan anak di masa COVID-19 sangat rendah. Hak-hak yang semestinya
diperoleh seperti nafkah ‘iddah dan mut’ah serta biaya penghidupan anak
menjadi terabaikan. Keterbatasan ekonomi akibat COVID-19, hilangnya
pekerjaan suami menjadi alasan utama sehingga hak perempuan dan
anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan
hakim dalam mengoptimalkan hak perempuan dan anak adalah dengan
menunda pelaksanaan ikrar talaq, melakukan kesepakatan damai
berkaitan dengan tanggungjawab suami terhadap perempuan dan
anaknya, memberikan pengarahan agar menuntut haknya dalam gugatan
rekonvensi dan menggunakan hak ex officio bila perempuan tidak

meminta haknya dalam gugatan rekonvensi.*®

E. Penjelasan Istilah

1. Mediasi berasal dari bahasa latin, mediere yang berarti berada di
tengah. Makna ini menunjukan peran yang ditampilkan pihak ketiga
sebagai mediator dalam menjalakan tugasnya menengahi dan
menyelesaikan sengketa antara para pihak."

2. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau
wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (abuse of power)
yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau isteri maupun anggota lain
dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-

hak individual masing-masing.?

'8 Rizkal husaini, “Pemenuhan hak perempuan dan anak dalam putusan perceraian di
Mahkamah Syar'iyah di masa pandemi COVID-19), di terbitkan pada tanggal 30 september
2021 di banda aceh.

19 prof.Dr.Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam perspektif Hukum Syariah, Adat, dan
Nasiona”l, cet.] (Rawamangun-Jakarta, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2009), him.
2

% Drs. Mohammad ‘Azzam Manan, MA, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam
Perspektif Sosioligis”. Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 5, No. 3, September 2008, him. 5.
Dikases melalui https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180#:~:text=Berdasarkan%20dua%20de



https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180#:~:text=Berdasarkan%20dua%20definisi%20pembanding%20tersebut,dan%20hak%2Dhak%20individual%20masing
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180#:~:text=Berdasarkan%20dua%20definisi%20pembanding%20tersebut,dan%20hak%2Dhak%20individual%20masing

10

3. Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di
Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan
Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret
2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001,
Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.%

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik
agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada
prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat
menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat,
metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah
untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penilitian yang
ingin dicapai secara efektif dan sistematis. ** Berikut ini penulis akan
menjelaskan enam unsur yang harus ada dalam metode penilitian agar

penelitian ini menjadi ilmiah dan memenuhi standar penelitian.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang
dalam menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliki. ? Pendekatan penelitian yang penulis gunakan disini ialah
pendekatan secara yuridis normatif yaitu mengkaji tentang ketentuan

hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam masyarakat. Didalam

finisi%20pembanding%20tersebut,dan%20hak%2Dhak%20individual%20masing pada pukul

22:34

2! Di akses melalui https:/ms-aceh.qgo.id/tugas-dan-fungsi.html. pada tangal 10 agustus

2022, pukul 22:26.

?2 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya,

1995), him. 7.

3 M.Jafar, kriteria Sad Al-Dhari’ah dalam Epistimologi Hukum Islam,
(Diterbitkan).Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry,2017) him.184.


https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180#:~:text=Berdasarkan%20dua%20definisi%20pembanding%20tersebut,dan%20hak%2Dhak%20individual%20masing
https://ms-aceh.go.id/tugas-dan-fungsi.html
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pendekatan penelitian secara yuridis normatif yang terutama diteliti yaitu
data primer, data permasalahan yang akan diteliti juga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan literatur-

literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disini bersifat diskriptif kualitatif, yang mana jenis
penelitian ini menggambarkan suatu keadaan sesuai dengan faktanya, dan
upaya dalam memperoleh data yang objektif. Oleh karena itu penulis dalam
penelitiannya akan melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian akan langsung ke Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh dan
mencari setiap data-data yang ada hubungannya dengan perkara yang akan

menjadi bahan penelitian.

3. Sumber data
Data bila dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dapat

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a.  Sumber data primer
Data primer yaitu sumber data yang di dapat secara langsung dari
obyek penelitian itu sendiri sebagai sumber informasi yang dicari,
yaitu berupa data tentang mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
terkait dengan masalah tingkat keberhasilan dan kegagalan pada saat

mediasi perkara KDRT.

b. Sumber data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
yang bisa diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder
berupa: laporan dari mahkamah, dokumen, jurnal dan studi pendukung
lainnya yang dapat melengkapi data primer dari sumber-sumber yang

relevan.
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4. Teknik pengumpulan data
Dalam membuat penelitian tentu harus mempunyai data yang akurat,
maka dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:
a. Dokumentsi
Yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu, metode dokumentasi
diperlukan sebagai metode pertama untuk mengumpulkan data yang
berupa dokumen, arsip-arsip.Dalam penelitian ini peneliti mencari
arsip putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh terkait masalah
tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara KDRT.
b. Interview
Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk
mendapatkan informasi secara langsung dengan cara mengajukan
pertanyaan kepada responden. Dalam metode ini peneliti melakukan
interview dengan hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh terkait
masalah tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara KDRT.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode ilmiah yang diguakan untuk
mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu peristiwa Yyang
memanfaatkan dokumen (teks). Dalam menganalisis data, peneliti
menggunakan metode deskrptif analisis, yaitu metode dan fungsinya untuk
mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang sedang diteliti
melalui data yang telah di kumpulkan sebagaimana adanya tanpa analisis
dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Maka pada penelitian ini peneliti akan mendiskrpsikan atau memberi
gambaran terkait mediasi di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh atas
pertimbangan hukum Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dalam masalah
tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara KDRT yang data atau
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sample nya telah dikumpulkan. Hasil penelitian yang kemudian diolah dan

dianalisis untuk diambil kesimpulan yang berlaku untuk umum.

6. Pedoman penulisan
Untuk penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku
panduan penulisan skripsi revisi yang di terbitkan oleh fakultas syariah
dan hukum Universitas Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun
2019

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam
skripsi inim maka pembahasan ini perlu diklarifikasi menjadi 4 (empat)
bab, yang sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penilitian, kajian pustaka, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan paparan tentang putusan hakim atas ketidak
hadiran tergugat dalam sidang perceraian.

Bab tiga, merupakan deskripsi tentang tinjauan Untuk mengetahui
Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara KDRT di Mahkamah Syar’iyah
kota Banda Aceh.

Untuk mengetahui Bagaimana tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
menggunakan teknik mediasi dalam perkara KDRT di Mahkamah

Syar’iyah kota banda aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil
penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas,
sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan
yang di atas, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang

berkembang dengan penelitian.



BAB DUA
TINJAUAN TEORITIS
A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan
sebagai penasehat.?* Penjelasan mediasi dari sisi Kebahasaan (etimologi) lebih
menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak
bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat
penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian
sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator
berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa,
dengan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai

hasill yang memuaskan para pihak yang bersengketa.”

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan defenisi mediasi
sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan
“mediation is a decision making proces in which the parties are assisted by a
mediator; making and to attempe to improve the process of dicision making
assist the paties the reach an outcome to which of them can assent.”?®
Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai defenisi mediasi dengan “the
process by which the participant, tohether with the assistance of a neutral

persons, systematically isolate dispute in order todevelop options,, consider

' Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenbangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), him.569

2 prof. Dr. Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional”, cet. 1l (Rawamangun-Jakarta, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
2009), him. 2-3

%8 |_aurence Bolle, mediation: Principles, Process,and Practice, (new york: 1996), him.
1.
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alternative, and reach concensual settlement that will accommodate their

needs.?’

Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih menggambarkan
esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Pernyataan
bolle menekankan bahawa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang
dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Disini
bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya
berada di tangan para pihak, dan mediator disini hanya membantu para pihak
untuk mengambil keputusan tersebut. Gerry Goopaster memberikan defenisi
mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang
tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa
untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang

memuaskan.?

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan mediasi sebagai cara
Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut
John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang
bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak,
sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat
dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya

suatu perdamaina tetap berada di tangan para pihak sendiri.® Dalam praktek,

2" J.Folberg dan A.taylormediation: A, Comprehensive guidento resolving Conflict
without Litigation (Cambridge: Cambridge University press, 1984), him. 7.

%8 Gary Gopaster, Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian
Sengketa Melalui Negosiasi, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), him.201.

% Jonh W. Head, “Pengantar Umum Hukum Ekonomi” , ELIPS, Jakarta, 1997, hlm 42.
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sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara rahasia dengan

masing-masing pihak.*

2. Jenis-Jenis Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan
(litigasi) dan mediasi di luar pengadilan ( non litigasi ). Di banyak negara,
mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak
untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan
proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut
dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau
seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan,
bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah
lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak
untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi

sebelum diadakan pemeriksaan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas jenis-jenis mediasi terbagi dua yaitu

mediasi di pengadilan dan diluar pengadilan:

a. Mediasi di pengadilan
Pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan landasan musyawarah
untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Cikal bakal lahirnya mediasi di pengadilan
didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan:
a) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka
Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan

mendamaikan mereka.

% Gatot Soemartono, “Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2006, him. 120
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b) Jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada
waktu sidang, dibuatkan sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak
diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat, maka surat
(akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan

hakim yang biasa.

Isi dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa prosedur acara
perdata memerlukan penyelesaian secara damai melalui dugaan upaya
rekonsiliasi atau negosiasi selama proses mediasi. Namun dalam
praktiknya, ketentuan pasal ini bersifat sementara atau dapat diartikan
olen hakim sebagai pilihan pekerjaan penyelesaian sengketa
dibandingkan dengan tugasnya untuk memutus perkara yang sedang
ditangani atau sedang diperiksa. Namun, dengan tidak adanya pedoman
pelaksanaan yang jelas untuk menerapkan prosedur mediasi tersebut,

tingkat keberhasilan yang dicapai melalui mediasi tetap rendah.

Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal
130 HIR tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap perlu membuat
aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat PERMA) yang
berkaitan dengan mediasi. Pengintegrasian mediasi di pengadilan secara
resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat
Edaran MARI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang
kemudian diperbaiki dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi

sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang
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menjadi satu-kesatuan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan

yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.*

b. Mediasi di luar pengadilan

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh
mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar
pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh
lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan UndangUndang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi
dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari
gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal
tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga
diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 12 tentang Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa: “Upaya
penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Sedangkan Pasal
60 menentukan bahwa:

a) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

! Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut
Hukum Positif”, Fakultas Hukum, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 | No. 2 | September 2019,
him. 39, tersedia di:
https://www.researchgate.net/publication/337422509_Kekuatan_Hukum_Hasil_Mediasi_Di_Dal
am_Pengadilan_Dan_Di_Luar_Pengadilan_Menurut_Hukum Positif di akses pada tanggal 26
mei 2022 pukul 12:00.



https://www.researchgate.net/publication/337422509_Kekuatan_Hukum_Hasil_Mediasi_Di_Dalam_Pengadilan_Dan_Di_Luar_Pengadilan_Menurut_Hukum_Positif
https://www.researchgate.net/publication/337422509_Kekuatan_Hukum_Hasil_Mediasi_Di_Dalam_Pengadilan_Dan_Di_Luar_Pengadilan_Menurut_Hukum_Positif
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pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

b) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam
kesepakatan tertulis.

c) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan
iktikad baik.

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh
praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law dan associate
director of the Dispute Resolution Center, Bond University
mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik
tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang
mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada
empat model mediasi, yaitu: settlement mediation, facilitative mediation,

transformative mediation, dan evaluative mediation.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi
kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk
mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang
sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang
dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di

dalam proses dan teknikteknik mediasi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang
berbasis kepentingan (interest-based) Dalam model ini sang mediator
harus ahli dalam proses dan harus menguasi teknik-teknik mediasi,
meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang
dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator
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harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang
konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya

negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi
terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk
mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara
penentang, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di
antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari
resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang
mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional
sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu

relasi/nubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Sedangkan evaluative mediation yang juga dikenal sebagai
mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk
mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans
dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang
mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang
dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi.
Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah
memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans,

dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

3. Metode Mediasi

a.

Tahapan Mediasi;
a) Mediator memperkenalkan diri dan para pihak.
b) Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan.

masalah melalui mediasi.

%2 David Spencer, Michael Brogan, 2006: him 101-103
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Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator.

Mejelaskan prosedur mediasi.

Menjelaskan pengertian kaukus.

Menejelaskan parameter kerahasiaan.

Mengurangi jadwal dan lama proses mediasi aturan perilaku dalam
proses perundingan.

Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan

menjawab.

b. Merumuskan Masalah Dan Menyusun Agenda

Mengidentifikasi  topik-topik umum permasalahan, menyepakati

subtopik permaslahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik

yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda

perundingan.

c. Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

Cara Langsung: mengmukakan pertanyaan langsung kepada para

pihak.

Cara Tidak Langsung: mendengarkan atau merumuskan kembali

pertanyaan- pertanyaan yang di kemukakan oleh para pihak.

d. Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran

yang posisonal akan tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif

penyelesaian pemecahan masalahsecara bersama.

e. Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa

a.

Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika
menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.
Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak

mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.

f. Proses Tawar-Menawar Akhir
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a. Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan
mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya.

b. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang
dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya
penyelesaian masalah.

g. Mencapai Kesepakatan Formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana
pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan
ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri
sengketa.*

4. Dasar Hukum Mediasi
a. Dasar mediasi di peradilan Indonesia

Dibawah ini adalah beberapa landasan yuridis uapaya damai pada

lembaga peradilan hinga di wajibkannya mediasi dalam setiap

penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

a) Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofinya dikatakan bahwa asas
penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.

b) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)

c) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo, UU Nomor 3 Tahun 2006
jo, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan
82, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan KHI
Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.

d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBgQ).

* Diakses pada https://pa-gunungsitoli.go.id/tahapanmediasi/ pada tanggal 25 mei 2022
pukul 00:25
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e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 1
Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.®

b. Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Quran Dan hadits

Mediasi dalam hukum Islam sama halnya dengan tahkim yang secara
etimologi yang artinya menjadikan salah seorang atau pihak ketiga yang
bisa juga disebut hakam yang artinya penengah dalam suatu sengketa.
Tahkim disini adalah “Menjadikan Hakim” atau dapat juga diartikan
“berlindungnya antara dua pihak yang sedang bersengketa kepada orang
yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya dalam

menyelesaikan persengketaannya.®

Dalam penafsiran ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 disini
menjelaskan tentang Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai

perdamaian yaitu firman Allah SWT :

O3 i (ye e 5l 1 ST 1 A8 gl © G0 it gl

P G

3 odeoo 2L %o oz & & = T 5 @ % o 7%
ARt S P et i g S =Gt R IV (| P E R
| ALl gy ity 151adl s © ) A Gand Sulandil

Artinya : dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.

kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

¥ Muhammad Saifullah, Mediasi Peradilan, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, him.
24-31

% Abdul Aziz, dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Pt Ichtiar Baru VVan Hoeve,
2001, him. 750.
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hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

yang Berlaku adil.

Tafsir ayat di atas memerintahkan untuk melakukan perdamaian
diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan ini menggunakan
lafadz “ashlihu” yang berasal dari kata “ishlah-shaluha” yang artinya
manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Jika
hubungan diantara dua pihak rusak atau retak bahkan terganggu, maka akan
terjadi kerusakan dan hilang atau akan berkurangnya kemanfaatan yang
diperoleh dari mereka. Ishlah adalah upaya menghentikan kerusakan atau
meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Sehingga
menuntut adannya ishlah, yakni perbaikan agar kembali keharmonisan,

sehingga akan menimbulkan sebuah kemaslahatan.®

Selain firman Allah yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 9 Allah
sangatlah menganjurkan penyelesaian sengketa atau perkara di antara
keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui
musyawarah dan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua
belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya
para pihak melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu
kesepakatan. ** dan firman Allah yang menjelaskan mennganjurkan
peneyelesaian sengketa ini terdapat di dalam surah yang sama tetapi ayat

yang berbeda yaitu surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

L& . ?5‘71{/,' >3 1> 1% ’.”7}’/1/..::.. My 7};//’.75‘”':'
Lail (330 %all 5 3a) ) 3allale (i 2S5 ) 3 gail 5 40 aSTad () 308

% M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an.
Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik, him. 75

" Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: fatawa publising, 2014,
him. 41-42
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Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Selain dalil Al-Quran yang menerangkan tentang perdamaian atau
mediasi di dalam hadits juga diterangkan mengenai perdamaian. Di

riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:
(o s V) il e G 3 sedl die Las cdlilae 0y dane L
Oe cala lie e o dane Laa s Y (g5 il daaa (G Gl
Bolaallly sl i ia Sl ¢ L8 Ja) o)) cdie dl a0 e
L )57 e Sy oLy ade i Loa dl Jy il o
(ol o5))."agin

Artinya: “Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah
menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al- Uwaisyyu dan
Ishag bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan
kepada kita Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa’ad
Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling
lempar batu, lalu Rastlullah shallallahualaihi wasallam dikabarkan
tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk
mendamaikan mereka. (HR. Bukhari).”*

B. Perceraian
1. Pengertian Perceraian
a. Perceraian Menurut Undang-undang
Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah

atau putus.*

** Q.S. Al-Hujurat [49]: 10.

% Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, kitab hadits shahih al-Bukhari, Juz II,
Bandung, him. 112

0 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indnesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1998, him., 163
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Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian
menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri
untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri,
yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang
merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh
Tuhan yang Maha Kuasa.

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat

hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.*!

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa:
“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan
pengadilan”.42
b. Perceraian menurut perspektif agama Islam

Talag merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan

persengketaan rumahtangga dan ia mempunyai dampak positifnya.
Bahkan talaq sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui,
talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung
rahsia-rahsia di dalamnya.

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak

sekali ayat- ayat Al-Quran yang membahas dan menyebutkan tentang

masalah perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT:*

*! Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (
jakarta, 02 januari 1974).

*2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, him.,
19.

* Q.S.2. Al-Bagarah ayat 229.
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Artinya: Talaqg (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya ltulah
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah
orang-orang yang zalim.

Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talag dengan
upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan
perkawinan.**

Talag menurut pengertian bahasa berasal dari Jdw ¥! : @LY)
yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan
perkawinan. yang wanita: 4k ds) e 8l 5e Gl | dalky Gl 3l : kata
terdapat Sebenarnya ditalak oleh suaminya.*®

Lafadh itlag (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan
perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafadh talaq dan
sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera
pada masa akan datang dengan lafadh khusus.*®

Islam menentukan bahwa talaq merupakan hak sepenuhnya yang

berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan figh

44 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, PT Alma’rif, Bandung, 1980, him., 7.

** Wahbah Zuhaili, Figh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain
(Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001), h.579.

“® Ibid. h. 579
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klasik, suami boleh menjatuhkan talaq kepada isterinya kapan saja dan
dimana saja. Hal ini sesuai denagan Hadits Nabi SAW yang

diriwayatkan oleh al-'Arba‘ah kecuali al Nasa’l sebagai berikut:*’

Auj@cm\émﬂ\dyju\Mﬁ\ngﬁﬁﬁ@\uc
Y\b\)J)E\MJ“)éM\)CM\u@JAJhwh&)\dd\ﬁ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu
menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh,
yaitu nikah, talag, dan rujuk” (HR. Al-Arbba’ah).

2. Macam-Macam Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab.
Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan
dapat putus karena:

a) Kematian;

b) Perceraian; dan

c) Atas keputusan pengadilan

Perceraian ditinjau dari segi keadaan isteri pada waktu talaq itu

diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

a) Talag Sunni yaitu talag dimana suami pada saat menjatuhkan
talag kepada istrinya, isteri tidak dalam keadaan haid dan
dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.

b) Talag Bid'iy ialah talag dimana suami menjatuhkan talaq

kepada istrinya yang dalam keadaan isteri sedang dalam

*" Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlany, Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min
Adillah alAhkam, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), him 175.
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keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu

telah dicampuri oleh suaminya.*®

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadh talaq dibagi

menjadi dua macam, yaitu:

a) Talag Sarih, ialah talag yang di ucapkan dengan lafadh yang
jelas maknanya tentang perceraian.
b) Talag Kinayah, ialah talag yang diucapkan dengan lafadh

tidak jelas atau dengan melalui sindiran.*

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talaq itu terjadi dengan segala
sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami isteri baik
lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi

orang bisu atau dengan mengutus utusan.*

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat

menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Talag Raj'i yaitu talag yang suami memiliki hak untuk
kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru,
selama istrinya masih dalam masa iddah.>*

b) Talag Ba’in yaitu talaq yang tidak dapat dirujuk kembali,
kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah,
seperti talaq yang belum di senggamai. Selanjutnya talaq
ba’in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. talag ba’in sughra

* Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, h. 130

* H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim, h. 211
*% sayyid Sabig, Figh Sunnah, terjemah., him. 27

L Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan., him. 220

°2 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, him. 198
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Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya
yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan
baru
2. talaq ba’in kubra

talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk
merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah
maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami
yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya
kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

(1) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain

(2) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
(3) Isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru

(4) Telah habis masa iddahnya.™

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Pengertian KDRT
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer,

kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang
menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan
kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan
kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau
prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan
penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam.
Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung

menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang

%3 Ibid, hlm. 199
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diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul
dari aksi atau perasaan tersebut.*

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam
Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan bahwa
kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa
suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan
pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian,
kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana
ketentuan  perundang-undangan (hukum) tidak atau belum
mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan
seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan
suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai
kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai
pemaksaan hubungan seksual dilakuan oleh suami terhadap isterinya.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

pasal 1, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dan lingkup rumah tangga.”

Dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatas
tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan
hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat
dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi di

dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering didapati, bahkan

> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung :
PT Refika Aditama, 2010), him.51.

** Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23
Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) him 2.



32

tidak sedikit jumlahnya. Dari sekian banyaknya kekerasan yang
terjadi di dalam rumah tangga, hanya sedikit saja yang dapat
diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat
masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga
tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas
jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.
Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut
Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir
semua pola-pola kekerasan yakni:
b. Kekerasan legal
Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung
oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh
ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku
kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan kebiasaan
agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan
tertentu untuk mempertahankan diri.
c. Kekerasan yang secara sosial memeperoleh sanksi
Suatu penting dalam menganalisis kekerasan adalah
tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial.
Misalnya: tindakan kekerasan suami atas penzina akan
memperoleh dukungan sosial.
c. Kekerasan rasional
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan
tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang
dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya:
pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.
d. illegal, nonsanctioned, irrational violence”
yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang

terjadi tidak adanya provokasi terlebih dahulu tanpa
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memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya

korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh

pembunuhnya).>
2. KDRT Menurut Undang-Undang

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT,
sebagaimana dikemukakan -dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”’
Perlu diketahui oleh banyak orang bahwa batasan pengertian

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) vyang
terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah; “setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”
(vide, pasal 1 ayat 1). Mengingat UU tentang KDRT merupakan
hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau
denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya
kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya

mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun

*® Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2006, him.282

S"https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i
d=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-
uu-pkdrt&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181



https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181
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tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah

a. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak
tiri ;

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga,
seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan; dan

c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan
menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti
PRT.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan
memberikan keuntungan, khususnya bagi isteri (perempuan) yang
disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam
rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru
dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan
ketidakadilan gender.”®

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang
pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah.Hal ini tercermin dari
pembuatannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT).
Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebab karena
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat
KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan
kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk

membuat jera pelaku.

% Adriana Venny, Memehami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal
Indonesia, Jakarta,2002, him.6

% Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan
Suami Terhadap Istri, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, him. 36.
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Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya
dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad yang
mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa
melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat
dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam
bentuk apapun baik kekerasn fisik maupun non fisik. Dalam konsep
dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan
kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S
Surat An-Nahl ayat 125:%°

&30 M a5 aa&all ki 3l 5 asiall 2giils 5
2 _ L7k @ el B3 350 2 W 2. > . 5 %1
(R ORAlE Ol sa Aol ey Jla (e aluls 38542

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah
yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.®*

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimana manusia diperintahkan untuk
mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau
berada pada jalan yang benar sirot al-mustagiim, serta memberikan pelajaran
atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam Al-Qur’an, Islam
mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi,
menyampaikan kebaikan harus dengan hikmabh, tutur kata yang santun dan anti
kekerasan.

% As-Salam Al-Quran dan terjemahannya edisi 1000 do“a, (Bandung: PT Mizan
Bunaya Kreativa, 2011), him. 201
®1 QS. An Nahl. (16). 125
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Salah satu ayat Al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum
perempuan adalah al-Nisa’ ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah
pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri
berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya
patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam
masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Di dalam Tafsir al-
Mizan, menyatakan bahwa kata rijal dan nisa’ dalam ayat tersebut ayat ini tidak
bersifat umum vyaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan
perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri.
Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh
yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada (tidak ditempat), serta tindakan
laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka, laki-laki dan perempuan
dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.®

Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk
memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri. Berkaitan dengan

pemukulan terhadap istri, terdapat hadits Nabi.

“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah
mengambil mereka sebagi amanah Allah dan dihalalkan bagimu
kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-
istrimu tidak melakukan jima*“ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di
ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak

menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.%®

Berdasarkan hadits yang di sebutkan di atas, hadis ini menjelaskan bahwa

pemukulan yang diperbolehkan karena isteri berbuat zina dan keji. Pada tafsir

%2 Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba‘i, al-mizan fi at-tafsir, Jilid 1V (Lebanon: al-
Alami, t.th), him 343-346.

%% 3Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz. 2, (Beirut:
Dar al-Thya’, t.th), hlm 886.
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al-mizan menyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. al-Nisa“ ayat 19 tentang
larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan
mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat
fahisyah mubayyinah. pengertian fahisyah biasanya digunakan dalam al-Qur‘an
untuk menyebut perbuatan zina, sementara mubayyinah dari kata bayyana, sama
dengan abana, isatabana, tabayyana, yang cenderung berarti pembuktian,

sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.®

Islam sangat menghargai perempuan serta kedudukannya, dan
menjadikan perempuan sebagai figur bagi seorang anak di dalam rumah tangga.
Maka munculah pandangan beragam, mengenai hal tersebut. Pertama,
permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsep dengan begitu bagus dalam Al
Qur’an, akan tetapi manusia yang memang kurang paham dan bijak dalam

menanggapinya.®

Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh Al-
Qur’an, dalam rangka memecahkan masalah di antara kedua belah pihak yaitu
kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara pasangan suami istri.
Namun, tidak bisa diabaikan bahwa “memukul (dharaba)” tidak mesti
mengatakan kekuatan atau kekerasan. Misalnya dalam ungkapan ,”dharaba
Allah masalan (Allah memberikan atau menetapkan sebuah contoh) bermakna
memberikan dan sebagian orang yang lain berpendapat, kata al darb di sini

berarti menampar, meninju dan menendang.®

Dalam kasus seperti ini, tidak ada korelasi bahwa seorang suami harus
memukul istrinya supaya patuh. Pada dasarnya masalah kekerasan dalam rumah

8 Asghar Ali Engineer, islam dan ... 254-255

% Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI) Nurul Iman, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017 hlm. 166-167., diakses pada
https://media.neliti.com/media/publications/280473-islam-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-
67b3c477.pdf pada tanggal 30 mei 2022 pada pukul: 21:39.

% Muhammad Shahrur, Metodologi Figh Islam Kontemporer, (Yogyakarta: El-Saq
Press, 2008), him.456
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tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat Al Qur’an,
segelintir laki-laki memukul isteri setelah mengikuti anjuran Al Qur’an untuk
mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari suami ini

adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga. ®

7 Amina Wadud, al Qur’an Menurut Perempuan. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,
2006), h. 132



BAB TIGA
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan atau mufakat para pihak dibantu oleh mediator yang tidak
memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri
utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama atau dengan
proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau
musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima
atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi
berlangsung, segala sesuatu harus memperoleh persetujuan para pihak.®®

Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dari
hasil dengan wawancara hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh
Bapak Yusri SH., MH beliau mengatakan bahwa mediasi Wajib, asalkan
kedua belah pihak wajib hadir di mediasi tersebut, boleh jadi mediasinya
gagal ataupun berhasil, dan berhasil sebagian. Apabila mediasinya itu
terjadwal pada hari itu maka kedua belah pihak tetap harus masuk dalam
ruang mediasi. Mediator baik hakim maupun non hakim walapun hampir
semua mediator adalah hakim, dalam mediasi ini hakim akan membuka
mediasi dan hakim memperkanalkan diri, serta hakim membuat aturan
tentang mediasi , dan tata tertib. Ada juga pemberitahuan mediasi tersebut
tertutup atau bersifat rahasia, peran mediator bersifat penyambung bukan
sebagai pemutus yang memutuskan para pihak dan si  mediator
memberitahukan bahwasanya mediasi ini tidak di pungut biaya sama sekali,

pada saat mediasi berlangsung hakim harus membangun kepercayaan supaya

% Riski Andika Wungguli, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi
Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung” Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Manado, 2020, him. 43. Di akses melalui http://repository.iain-
manado.ac.id/161/1/RISKI%20ANDIKA%20WUNGGULI.pdf. Pada pukul 15:41
39
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jangan sampai ada kecurigaan, ada juga pertemuan terpisah antara
mediator dengan pihak karena kadang-kadang tidak muncul informasi saat
saling berhadapan, selanjutnya diambil dengan pihak satu lagi inilah yang
paling penting dalam mediasi, apabila tercapai kesepakatan antara suami dan
isteri, mediator akan membantu menyimpulkan hasil dari mediasi tersebut
baik berhasil seluruhnya maupun berhasil sebagian, apabila mediasi tersebut
berhasil seluruhnya maka perkara tersebut akan di cabut, apabila berhasil
sebagian seperti hak nafkah anak, hak hadhnah apabila cerai talag ada nafkah
iddah, nafkah mut ‘ah, dan harta bersama.

Untuk kasus KDRT mediator harus melaksanakan kaukus terlebih
dahulu (pertemuan sepihak) apabila mediator melaksanakan mediasi kedua
belah pihak pasti akan menimbul pertengkaran pada saat mediasi
berlangsung, maka mediator melaksanakan kaukus terlebih dahulu. Jadi
konkrit terhadap kasus KDRT ini harus diadakan kaukus baik pertemuan
terhadap isteri maupun suami agar tidak menimbulkan kecurigaan diantara
suami dan isteri, hakim atau mediator disini wajib mengadakan kaukus untuk
mengetahui penyebab sebenarnya itu apa, kenapa bisa terjadi kekerasan
terhadap isteri. Disini rata-rata terjadinya KDRT dikarenakan kecemburuan,
sebelum dimulaiinya mediaisi mediator selalu mengingatkan pada saat
kaukus para pihak untuk menyampaikan masalahnya dengan sejujur-jujurnya,
dan juga mediator memberi arahan dengan jalan agama. Disini kedua belah
pihak harus berkata jujur, “apa yang kita bicarakan ini semua akan dicatat
oleh malaikat dan kalian harus mempertanggung jawab apa yang telah kita
bicarakan”. Mungkin pada saat saling berhadapan antara kedua belah tidak
muncul atau tidak berani mengatakan sejujurnya. Setelah itu mediator
melaksanakan kaukus, hakim berbicara kepada pihak yang ingin di mediaisi,
“ini sudah kaukus didalam ini yang mendengar hanya malaikat dan allah

yang mengetahui”. Katakanlah sejujurnya pembicaraan didalam ruang
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mediasi ini bersifat rahasia. Jadi kongkrit dalam kasus KDRT disini adalah
mereka harus didudukan berdua kemudian mediator telah mengetahui wajib
melakukan kaukus disinilah mediator terus menggali puncak permasalahan

yang dialami oleh isteri.”

Ciri-ciri khusus mediasi KDRT yang tidak berhasil itu ialah seorang
isteri merasa tidak dihargai lagi, dikarenakan dia telah menerima perlakuan
yang menyakitkan baik itu fisik maupun psikis hingga mengakibatkannya
trauma. Adapun ciri-ciri mediasi KDRT yang berhasil ialah suami merasa
menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada isteri dan isteri
memaafkan semua perlakuan suami yang telah dilakukan terhadapnya, dan
suami telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam
kasus ini isteri lebih memilih untuk mengalah karena memikirkan keluarga
dan anak-anaknya agar anak tidak di tinggal dan terlantar, dengan ketulusan
dan keikhlasan seorang isteri untuk merujuk dan memulai kehidupan baru

dan harmonis.

Urgensi dalam mediasi sangat penting di dalam perintah agama
L) {33401 B 530 138108 (s 25 52
“sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara”

urgensi disini menjadi nilai ibadah bukan mendamaikan secara perdata tapi
memiliki urgensi ibadah, apabila berhasil mediator mengharapkan pahala dan
rumah tangga menjadi bersatu, suami isteri kembali bersatu, anak dan orang
tua kembali bersatu, pada dihukum perdata bukan sekedar mendamaikan

akan tetapi mediator harus ada persiapan yang matang, persiapan ruang yang

* Wawancara Hakim Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh, oleh Bapak Yusri, MH.
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baik, hakim pada saat mediasi di utama harus yang sudah memiliki
sertifikasi mediator, dan disinilah urgensi mediasi di butuhkan untuk
menghambat perceraian. Jika mediasi tersebut gagal maka sudah beperan
penting dengan semaksimal mungkin sesuai dengan yang tercantum pada UU
dan hukum islam. Peran mediator sangat penting untuk menyelamatkan
rumah tangga muslim, kemudian urgensi lainnya dengan berhasil mediasi
hakim persidangan akan focus dengan perkara- perkara lain yang tidak bisa
didamaikan dan para hakim focus dengan perkara yang tidak berhasil di
mediasi seperti, harta warisan, harta bersama, sengketa wakaf, perkara
jinayat, hakim akan focus terhadap pada perkara tersebut dan tidak banyak
menghabiskan waktu dengan perkara yang telah di damaikan oleh mediator.
Hakim persidangan akan langsung mencabut perkara yang telah selesai di
damaikan oleh mediator.

Korelasi terhadap kasus ini mediator berusaha untuk membentuk
Kembali suatu rumah tangga dengan baik Kembali agar menjadi keluarga

yang dapat dibina dengan sebagaimana yang diinginkan.

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang
dijalankan. Bila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua
belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan
mediasi gagal. Berikut tahapan tahapan dalam proses mediasi yang diatur
oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

1. Tahapan Pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan.
Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan
memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada
hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim
menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang
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wajib mereka jalankan. Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis
Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih
mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu
kantor Hakim telah memberikan keleluasaan dalam memilih mediator
dengan syarat mediator tersebut harus memiliki sertifikat mediator.
Hakim telah memberikan waktu selama 2 (dua) hari apabila para pihak
tidak dapat menentukan mediator maka Majelis Hakim akan menunjuk
hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat.
Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota
Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib
menjalankan fungsi mediator. Hakim Pemeriksa Perkara memberikan
waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada para pihak untuk
menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat
diperpanjang untuk waktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 24 Ayat 3).
2. Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator
yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para
pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang
ditunjuk oleh Majelis Hakim. Dalam forum dilakukan pertemuan
bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan
dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh
kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi,
membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.
3. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus,
mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi
kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-
kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para

pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.
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4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan
kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir
kesepakatan. Mediator][ akan menampung kehendak para pihak dalam
catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam
Pasal 27 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan syarat-
syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah

sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan hukum.

b. tidak merugikan pihak ketiga.

c. dapat dieksekusi.
Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas,
mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka
bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses
mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan.
Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan
mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai
dan ditandatangani oleh par a pihak dan mediator. Dokumen
kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara
untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.
5. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk.

Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan
di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti
dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang
mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan
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buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan

yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.”

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penghambatan dan Pendukung
Dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar’iyah kota
Banda Aceh

Faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi adalah yang paling
pertama sekali itu ialah kepatuhan para pihak dalam menghadiri mediasi,
dan yang kedua, para pihak bersikap jujur terbuka dan dari para pihak
tersebut ada inisiatif untuk mengajukan opsi-opsi perdamaian, setelah
para pihak memberikan opsi perdamaian selanjutnya mediator akan
berdiskusi tentang perkara yang di gugat oleh penggugat agar mediasi
berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan suatu perpisahan diantara
keluarga tersebut. Disini mediator memberikan arahan kepada para pihak
yang telah melakukan KDRT dapat memperbaiki hubungan keluarga

tersebut agar rumah tangga kembali utuh seperti sediakala.

Faktor penghambat pelaksanaan mediasi adalah para pihak acuh
tak acuh seperti, setelah mejalankan sidang hakim memerintahkan pada
hari itu juga kedua belah pihak harus mengikuti mediasi dan pada saat
menunggu giliran mediasi salah satu pihak telah kembali pulang dengan
alasan ada urusan yang sangat penting, dan juga ada saat mediasi
berbelit-belit tidak mendengarkan arahan mediator bersikap arogan

terhadap mediator agar pendapat yang disampaikan oleh salah satu pihak

0 Arief Raihandi Azka, “Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.l Tahun
2016, fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, him. 39-42.
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harus didengar dan mempunyai sikap yang tidak terbuka dan
menyalahkan orang lain baik isteri maupun suami, dan tidak mau tahu
hanya mempertahankan idenya sendiri, tidak tepat waktu, banyak
mendengar masukan dari luar, disinilah munculnya hambatan dalam

pelaksanaan mediasi.”

Menurut hukum positif talag yang dilakukan di luar pengadilan
itu tidak sah, karena merujuk pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan, yang menyatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. " karena
sangat banyak kasus disebabkan pasangan yang mengambil keputusan
dengan tergesa-gesa sehingga menyebabkan perceraian yang tidak
diinginkan dan tidak ada musyawarah yang melibatkan anggota keluarga
kedua belah pihak, melainkan terpengaruh masukan dari pihak eksternal
yang menyebabkan suatu hubungan tersebut tidak bisa dibina dengan

baik sehingga mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh
Soejono Soekanto.” Efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5
faktor, faktor-faktor tersebut mempunya arti yang netral, sehigga
dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri.
Yang pertama adalah faktor Hukumnya itu. Yang kedua adalah faktor
penegak Hukum Yang. Efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5
faktor, faktor-faktor tersebut mempunya arti yang netral, sehiggat

' Wawancara Hakim Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh, oleh Bapak Yusri, MH.

72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
pasal 39 ag/at (1) him. 9.

" Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :
RajaGrafindo, 2007). him. 7.
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dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri.
Yang pertama adalah faktor hukumnya itu. Yang kedua adalah faktor
penegak hukum Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum Yang keempat adalah faktor masyarakat,
Dan yang kelima adalah faktor.

Penerapan teori efektifitas yang terjadi di lapangan tidak
semudah teori semata karena banyak faktor yang menyebabkan proses
perdamaian Melalui jalur mediasi tidak berjalan dengan efektif. Hal
tersebut sesuai dengan temuan penulis di Lapangan Berdasarkan daftar
perkara mediasi perceraian akibat perkara Kekerasan Dalam Rumah
Tangga pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh analisis perkara
tahun 2019-2021 dapat memberikan gambaran secara jelas tentang
perkembangan perkara mediasi akibat perceraian Kekerasan Dalam
Rumah Tangga di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh ,termasuk di
dalamnya penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat

keberhasilanya dapat dilihat dalam tabel berikut :

No. | Jumlah Perkara Tahun Berhasil Tidak Berhasil

1. 10 perkara 2019 6 perkara 4 perkara

2. 10 perkara 2020 5 perkara 5 perkara

3. 9 perkara 2021 2 perkara 7 perkara
Sumber data: bagian arsip kantor Mahkamah Syar’iyah Kota

Banda Aceh.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukana oleh

Soejono Soekanto. Faktor yang akan penulis kaitakan dengan teori

efektifas hukum ini adalah :
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a. Faktor yang pertama adalah faktor hukumnya itu
sendiri penulis mengkaitkanya dengan PERMA No 1
tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

b. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni
para pegawai hukum di lingkungan Mahkamah
Syar’iyah Kota Banda Aceh.

c. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas
yang mendukung penegakan hukum dalam hal ini
kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
mahkamah syar’iyah kota Banda Aceh yang
menunjang proses mediasi itu sendiri.

d. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni
lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan. Kepatuhan hukum masyarakat sangat
dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu
Hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

e. Faktor yang kelima adalah faktor kebudayaa dalam hal
mediasi di Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh
yang Kkita ketahui para pencari keadilan disana adalah
umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan
pedoman karena telah mendarah daging dalam
kehidupan masyarakat Muslim.

Dalam hal menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan
mediasi di Mahakamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, penulis
menggunakan laporan perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang dimediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh tahun 2019, 2020 dan 2021. Data tersebut merupakan rangkuman
selama 3 (tiga) tahun perkara yang dimediasi di Mahkamah Syar’iyah
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Kota Banda Aceh baik itu perkara yang berhasil dimediasi maupun

perkara yang tidak berhasil dimediasi.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat tingkat keberhasilan mediasi
perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun
2019-2021 relatif rendah hal ini bisa dilihat dari presentase keberhasilan
mediasi pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan, dengan demikian
tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian akibat Kekerasan
Dalam Rumah Tangga masih relatif rendah dan dapat menyebabkan
penumpukan perkara karena masih banyak perkara yang diputuskan

malalui jalur litigitas.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian, Mediasi Perceraian Akibat
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar’iyah
Kota Banda Aceh, mediasi ini bersifat wajib, kedua belah
pihak wajib mengikuti mediasi setelah mengikuti sidang awal.
Selanjutnya kedua belah pihak akan berhadir pada saat
mediasi yang telah di tentukan oleh mediator, boleh jadi pada
saat mediasi tersebut mediasinya gagal ataupun berhasil dan
ada juga mediasinya berhasil sebagian. Pada hari yang telah di
tentukan kedua belah pihak wajib berhadir agar mediasi
berjalan dengan lancar, apabila salah satu pihak tidak berhadir
maka mediasi di tunda sampai kedua belah pihak berhadir
pada waktu yang telah disepakati apabila salah satu pihak
tidak berhadir juga maka mediasi ditiadakan dan mediator
mengalihkan ke hakim untuk melanjutkan persidangan dan
hakim meminta barang bukti setelah itu hakim langsung
menjatuhkan talag.

2. Mengenai faktor penghambatan dan pendukung dalam
pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah kota Banda

Aceh, faktor pendukung ialah saat mengikuti mediasi para
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pihak jujur bersikap koperatif pada saat mengikuti mediasi
berlangsung dan para pihak memberikan atau menawarkan
beberapa opsi yang mempermudah mediator untuk
melangsungkan mediasi agar para pihak yang melapor perkara
KDRT setelah mediator melangsungkan mediasi pada waktu
yang telah di tentukan. Faktor penghambatan dalam
pelaksanaan mediasi ialah para pihak tidak mengikuti aturan
yang telah diberikan oleh mediator seperti para pihak tidak
tepat waktu dalam mengikuti mediasi yang telah ditentukan,
pada saat mengikuti mediasi para pihak tidak bersikap jujur
dan terbuka, inilah salah satu penghambatan bagi mediator

dalam melaksanakan mediasi.

B. Saran
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Berdasarkan pembahsan dari permasalahan yang didapatkan dalam

penelitian ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikuit:

1. Perlu adanya tindakan tegas terhadap kelangsungan mediasi

agar tidak ada penghambatan pada saat mediasi berlangsung,
untuk keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi mediator
menasehati untuk para pihak agar tidak mengulangi
perbuatannya.

. Penelitian ini masih belum dikatakan sempurna, maka perlu
adanya penelitian di kemudian hari dengan adanya
pengembangan agar mediasi terhadap perkara kekerasan
dalam rumah tangga ini semakin jelas dalam hukum islam.
Hal yang perlu dikembangkan terkait penelitian ini yaitu
tentang keberhasilan mediaisi kekerasan dalam rumah tangga
dan pengurangan angka perceraian terhadap kasus kekerasan

dalam rumah tangga.
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